GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang :

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian dan
pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta untuk peningkatan target penerimaan Pendapatan
Asli Daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu
melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2013, dengan menetapkan

perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

12. Peraturan
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 36);

15.Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun
2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2010 Nomor 89 Seri E1) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 56 Seri E),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan
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1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan insentif kepada
aparat pemungut Pajak dan/atau Retribusi.

(2) Besarnya Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
sebesar 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen)
dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan
Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Dihapus.

(2) Dalam hal penerimaan Pajak dan Retribusi mencapai di
atas Rp 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah), besaran insentif Pemungutan Pajak ditetapkan
paling tinggi 10 (sepuluh) kali Gaji Pokok dan Tunjangan
lainnya yang melekat setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur selaku penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah serta Sekretaris Daerah
selaku  koordinator pengelolaan keuangan daerah
diberikan insentif sebesar 9 (sembilan) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.
(2) Pejabat Dinas Pendapatan sebagai pelaksana pemungut
pajak diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pejabat Eselon II dan Eselon III diberikan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah sebesar 8,75 (delapan koma
tujuh puluh lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

b. Pejabat Eselon III pada Unit Pelaksana Teknis diberikan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 8,50
(delapan koma lima puluh) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;

c. Pejabat
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c. Pejabat Eselon IV diberikan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah sebesar 8,25 (delapan koma dua puluh lima) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

d. Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis diberikan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 7,75 (tujuh
koma tujuh puluh lima) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat;

(3) Insentif Pemungutan Pajak untuk staf Pegawai Negeri Sipil
ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan ketentuan paling
tinggi sebesar 7,50 (tujuh koma lima puluh) kali gaji pokok

dan tunjangan yang melekat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 April 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H..M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 21 SERI E.
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